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BAB III 

PENUTUP 

 

C. Simpulan 

1. Pembatasan periodisasi masa jabatan presiden di Indonesia utamanya 

dilatar belakangi oleh empat aspek penting yaitu aspek sejarah bagaimana 

kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, aspek 

demokrasi dimana pembatasan masa jabatan adalah ciri negara demokrasi, 

kemudian penumpasan aksi korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi 

sebelum karna penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir adalah 

stabilitas politik Indonesia saat itu sehingga memaksa perlu adanya 

reformasi dalam UUD NRI 1945. Dengan empat aspek utama itu, sidang 

perubahan UUD NRI 1945 pada tahun 1999 merubah pasal 7 dengan 

manambahkan pembatasan periodisasi masa jabatan presiden menjadi 

maksimal 2 periode dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 sebagai rekomendasi dari isi pasal 

mengingat kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 

lebih rendah dari UUD NRI 1945. 

2. Pembatasan masa jabatan presiden menurut demokrasi di Indonesia di 

pengaruhi oleh aspek-aspek demokrasi di Indonesia itu sendiri yaitu 

adanya pengakuan kekuasaan secara terbatas, akuntabilitas 

penyelenggaraan kekuasaan, pembagian kekuasaan dan partisipasi 

masyarakat. Sedangkan mengenai jumlah pembatasan periodisasi 

berhubungan dengan pemilihan umum dimana calon petahana cenderung 
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melaksanakan kebijakan jangka pendek untuk memenangkan pemilihan 

umum selanjutnya. Sehingga pembatasan periodisasi yang lebih sedikit 

lebih menguntungkan. Di sisi lain, pemerintah yang sudah pernah 

berkuasa, memiliki pengalaman lebih dan mengetahui seluk beluk 

sehingga mengetahui bagaimana kebutuhan dan apa yang dibutuhkan 

suatu negara. Maka kemudian dua periode adalah batas terbaik selama ini. 

D. Saran 

1. Penulis disini tidak menutup mata akan kemungkinan adanya periodisasi 

mas ajabatan lebih dari dua. Namun kemudian mengetahui Indonesia 

sebagai negara hukum dan pembatasan periodisasi masa jabatan presiden 

diatur dalam konstitusi yaitu UUD NRI 1945 maka penulis menyarankan 

bagi siapapun pihak yang menginginkan periode lebih dari dua dapat 

memperjuangkannya di MPR sesuai prosedur amandemen yang ada 

karena hanya MPR sebagai lembaga negara yang dapat mengamandemen 

UUD NRI 1945. 

2. Penulis juga menyarankan untuk pejabat negara menaati pembatasan masa 

jabatan yang ada yang telah diatur oleh peraturan-perundang-undangan, 

dalam penelitian ini terkhususnya presiden. 
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